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Tanggal
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STANDAR LAYANAN PHI

STANDARPELAYANANPENDAFTARANPHI PENGADILAN NEGERI

GRESIK

1. Prosedur Pelayanan Gugatan PHI

1. Dasar Hukum : 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata

yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengadilan.

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di

Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan

secara Elektronik.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.
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16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata,

Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di

Pengadilan secara Elektronik.

17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada

dibawahnya.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

di Pengadilan Tinggi

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi

dan Pengadilan Negeri.

2. Persyaratan : 1. Berkas Lengkap sesuai Checklist ;

2. Data / Identitas para Pihak.
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3. Sistem,Mekanisme dan

Prosedur

: 1. Menerima Gugatan PHI

2. Meneliti kelengkapan berkas perkara dan

melakukan validasi panjar biaya perkara serta

pemberian nomor perkara

3. Menghitung panjar biaya perkara

4. Memberikan slip setoran Panjar Biaya Perkara yang

harus dibayar ke Bank serta Membuat Surat Kuasa

Untuk Membayar (SKUM)

5. Menerima bukti setoran bank dari Penggugat dan

menginput panjar biaya perkara ke SIPP dan

mencatat kedalam buku jurnal keuangan perkara

dan kas bantu

6. Memungut dan Menyetor Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP)

7. Menginput data perkara ke dalam SIPP dan

mencatat perkara ke Register Induk

4. Jangka Waktu Pelayanan : 60Menit

5. Biaya/Tarif : Biaya dipungut sesuai dengan SK Ketua Pengadilan

Negeri tentang biaya perkara dan PNBP bila nilai

gugatan lebih dari 150 juta bila

kurang maka tidak dipungut biaya

6. Produk Pelayanan : Berkas perkara

7. Penanganan pengaduan,

saran dan

masukan/apresiasi

: 1. Melalui aplikasi SIWAS -

https://siwas.mahkamahagung.go.id/

2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id/

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

Harian)

https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan :

021 – 255 783 00

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/
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2. Prosedur Pelayanan Upaya Hukum Perkara PHI

1. Dasar Hukum : 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001

tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang

Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
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Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengadilan.

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di

Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan

secara Elektronik.

12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022

tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan

Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung Secara Elektronik.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.
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16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

207/KMA/SK.HK2/X/2023.

18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2. Persyaratan : 1. Berkas Lengkap sesuai Checklist ;

2. Data / Identitas para Pihak.

3. Sistem, Mekanisme dan

Prosedur

: 1. Menerima permohonan upaya hukumkasasi

2. Memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran permohonan

upaya hukumkasasi

3. Meneliti berkas Pendaftaran permohonan kasasi berikut

tenggangwaktu pengajuan

4. Menghitung panjar biaya perkara kasasi

5. Menerima slip setoran panjar biaya perkara yang harus

dibayarkan ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk

Membayar (SKUM)
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6. Menginput Permohonan Kasasi ke SIPP Membuat Akta

kasasi, setelah proses input SIPP dilakukan.

7. Pemeriksaan ulang persyaratan dan menandatangan akta

permohonan kasasi

8. Tanda terimaAkta kasasi, kepada pemohon

9. Menyerahkan Berkas Permohonan ke Kepaniteraan Muda

PHI

4. Jangka Waktu Pelayanan : 60Menit

5. Biaya/Tarif : Biaya dipungut sesuai dengan SKKetua

PengadilanNegeri tentang biaya perkara dan PNBP

6. Produk Pelayanan : Berkas perkara

7. Penanganan pengaduan,

saran dan masukan/apresiasi

: 1. Melalui aplikasi SIWAS -

https://siwas.mahkamahagung.go.id/

2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id/

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)

https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan :

021 - 255 783 00

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Surabaya : 031-

5024408

6. Melalui nomor telepon PengadilanNegeri Gresik :

031 – 51169931

7. Melalui nomorWA : 0895348199966

8. Melalui email : gresik.pn@gmail.com

https://siwas.mahkamahagung.go.id/
https://www.lapor.go.id/
https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/
mailto:gresik.pn@gmail.com
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3. Prosedur PendaftaranPerjanjianBersama (PB)

1. Dasar Hukum : 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001

tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang

Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang
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Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di

Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan

secara Elektronik.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan.

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata

Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara

Elektronik.

17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
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Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2. Persyaratan : 1. Berkas Lengkap sesuai Checklist ;

2. Data / Identitas para Pihak.

3. Sistem, Mekanisme dan

Prosedur

: 1. Menerima Permohonan pendaftaran perjanjian bersama

(Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi

2. Meneliti Permohonan pendaftaran perjanjian bersama

(Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi

3. Meningput permohonan pendaftaran perjanjian bersama

dalam SIPP

4. Pembuatan konsep Akta Bukti Pendaftaran perjanjian

bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi

5. Meneliti dan membubuhkan tanda tangan pada konsep

Akta Bukti pendaftaran perjanjian bersama (Bipartit) /

Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi

6. Memungut dan menyetor PNBP kepada bendahara

penerima

7. Menyerahkan salinan Akta Bukti Pendaftaran perjanjian

bersama (Bipartit) / Mediasi, Arbitrase / Konsiliasi
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4. Jangka Waktu Pelayanan : 60Menit

5. Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya

6. Produk Pelayanan : Tanda terima memori dan kontra memori kasasi

7. Penanganan pengaduan,

saran dan masukan/apresiasi

: 1. Melalui aplikasi SIWAS -

https://siwas.mahkamahagung.go.i/

2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id/

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)

https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan :

021 - 255 78300

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Surabaya :

031- 5024408

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Gresik :

031 – 51169931

7. Melalui nomor WA : 0895348199966

8. Melalui email : gresik.pn@gmail.com

https://siwas.mahkamahagung.go.i/
https://www.lapor.go.id/
https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/
mailto:gresik.pn@gmail.com
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4. Prosedur Pelayanan Penerimaan Permohonan Pencabutan Kasasi perkara PHI

1. Dasar Hukum : 1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001

tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak

Memenuhi Persyaratan Formal.

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas
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Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Pengadilan.

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di

Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022

tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan

Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah

Agung Secara Elektronik.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administras Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata

Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara
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Elektronik.

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan

Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung

secara Elektronik

19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2. Persyaratan : 1. Berkas Lengkap sesuai Checklist ;

2. Data / Identitas para Pihak.

3. Sistem, Mekanisme dan

Prosedur

: 1. Menerima permohonan pencabutan perkara permohonan

kasasi

2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan kasasi

3. Membuat akta pencabutan kasasi

4. Koreksi dan paraf

5. Konsep akta Pencabutan pernyataan kasasi

6. Penandatanganan akta pencabutan pernyataan kasasi

bersama Pemohon

7. Meminta tanda tangan Akta Pencabutan kepada Panitera

8. Menyerahkan salinan Akta Pencabutan kepada pihak

pemohon, dan kepada Kepaniteraan muda PHI

9. Menginput Pencabutan pernyataan kasasi ke dalam

SIPP
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4. Jangka Waktu Pelayanan : 60Menit

5. Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya

6. Produk Pelayanan : Tanda terima memori dan kontra memori kasasi

7. Penanganan pengaduan,

saran dan

masukan/apresiasi

: 1. Melalui aplikasi SIWAS -

https://siwas.mahkamahagung.go./

2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id/

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)

https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan :

021 - 255 783 00

5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Surabaya :

031 - 5024408

6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Gresik :

031 – 51169931

7. Melalui nomor WA : 0895348199966

8. Melalui email : gresik.pn@gmail.com

https://siwas.mahkamahagung.go./
https://www.lapor.go.id/
https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/
mailto:gresik.pn@gmail.com

	STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PHI PENGADILAN NEGER

